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ABSTRAK

Perkawinan anak dibawah batas usia minimal perkawinan sudah sering
terjadi di masyarakat Indonesia termasuk di daerah kabupaten Bekasi.
perkawinan anak usia dini yang menimbulkan dampak negatif pada anak,
maka pemerintah melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 menjadi Undang -Undang No 16 tahun 2019 tentang
perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yang tercantum di
Undang-Undang No 16 tahun 2019. diketahui kasus dispensasi kawin yang
ada di kabupaten Bekasi pertahunnya cukup tinggi, meskipun sosialisasi
telah dilakukan pemerintah setempat, namun belum ada penurunan yang
signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang.
teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi
kebijakan dari Van Meter Van Horn yang mengemukan bahwa ada 6
variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan peraturan yaitu
Standar dan Tujuan, Sumber Daya, Karakteristik Badan Instansi Pelaksana,
Komunikasi Antar Organisasi Atau Aktivitas Pelaksana, Sikap Para
Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial,Ekonomi Dan Politik. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif
analisis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
Batas Usia Minimal Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang sudah berjalan dengan
baik namun belum optimal. Kekurangan anggaran dan sosialisasi yang
belum maksimal menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan sehingga
menyebabkan implementasi belum optimal dan masih ada dari masyarakat
yang melakukan perkawinan dibawah batas usia perkawinan yang tidak
tercatat di Pengadilan Agama Cikarang.

Kata Kunci: implementasi peraturan, perkawinan anak, usia minimal pada

perkawinan



Implementation of Minimum Age Limit for Marriage based on Law Number 16
of 2019 of the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage at the
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ABSTRACT

Child marriages under the minimum age limit of marriage have often
occurred in Indonesian society including in the Bekasi Regency area.
Early childhood marriages have a negative impact on children, so the
government amended Act No. 1 of 1974 to Act No. 16 of 2019 concerning
marriages with a minimum age limit on marriages listed in Act No. 16 of
2019. It is known that the cases of mating dispensation in Bekasi regency
per year are quite high, although socialization has been carried out by
local governments, but there has not been a significant decline. This study
aims to analyze how the Minimum Marriage Age Limit is implemented
under Law Number 16 of 2019 Concerning Changes to Law Number 1 of
1974 Concerning Marriage in Cikarang Religious Court. The theory used
in this study was Van Meter Van Horn's policy implementation theory
which found that there were 6 variables that influenced the
implementation of regulatory policies, namely Standards and Objectives,
Resources, Characteristics of Implementing Agency Agency, Inter-
Organizational Communication or Implementing Activity, Implementing
Behavior, Activities, Social, Economic and Political Environment. This
study used a qualitative research method, with a descriptive approach to
analysis. The results of this study can be concluded that the
implementation of the Minimum Age Limit Based on Law No. 16 of 2019
on Changes to Law No. 1 of 1974 on Marriage in Cikarang Religious
Court has been going well but not optimal. Budget and socialization
deficiencies that have not been maximized are obstacles in policy
implementation so that the implementation has not been optimal and there
are still people who do marriages below the age limit that are not
recorded in the Cikarang Religious Court.

Keyword: implementation of rules, child marriage, minimum age at
marriage


mailto:Nisaapriliana08@gmail.com

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS ..ot
LEMBAR PERSETUJUAN ..ottt
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI ........ccoovveiviiiiiicnnn,
KATA PENGANTAR. ..ottt anrae e
LEMBAR PERSEMBAHAN ...
IMOTTO ittt bbbttt e et nrenes
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..ot
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..................
ABSTRAK ...ttt
ABSTRAGCT ..ottt sttt b neenes
DAFTAR ISL...oe e e e iv
DAFTAR TABEL. ...ttt vii
DAFTAR GAMBAR ..ottt iX
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt X
BAB | PENDAHULUAN ... ..ottt 1
1.1 Latar Belakang........ccccooveiiiiiiic et 1
1.2 RumuUSan Masalah...........ccceveiiiiieiiie e 11
1.3 Tujuan Penelitian ........cccooiiiiiiiiiece s 12
1.4 Signifikansi Penelitian...........cccooiiiiiiii i 12
1.4.1  Signifikansi AKAdEMIK ..o 12
1.4.2  Signifikansi PraktiS..........ccccoiiiieiiie i 19
1.5 Sistematika PENUIISAN .........ccccoiiiiiiiieesc e 19
BAB 11 KERANGKA TEORI .....ooiiiiiiceeeee e 21
2.1 KEDIJAKAN ...t 21
2.2 IMPIEMENTASI....ccuviiiiiiieciic e e 22
2.3 PErKAWINAN ..ottt bbbt 27
2.3.1 Dasar Hukum Perkawinan ............ccccooerieeieiiieinennseesneniesee e 28
2.3.2 Rukun Dan Syarat Perkawinan ............cccccevererenenenieneseeeenen, 29
2.3.3 Tujuan Dan Hikmah Perkawinan...........cccccoveriveresiiesieenesennnnnn 31
2.3.4 Hak Dan Kewajiban Suami Dan IStri ..........ccccoevveviieiiieenieiinnnn, 32



2.3.5 Asas ASAS PErkaWinNan ..........ooooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 33

2.4 Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan .............cccccoveveeieiiicie e 34

2.5 Kerangka Berpikir .........ccccoeieiiieiieiesie e se e se e se e 37
2.6 Definisi Operasional .............ccccvueiiiiiiiie i 38
2.7 ASUMSE PENEIITIAN ... s 41
BAB 111l METODOLOGI PENELITIAN ...c.oooii e 43
3.1 Paradigma Penelitian ..........cccooiiiiiiiiie e 43
3.1.1 Paradigma KonstruKtiVISME. .........cccccvveieeieiiieieeie e esie e 43

3.2 Metode Penelitian Kualitatif...........ccooeiiiiiiiiiee e 44
3.3 Desain Penelitian .........cccovveeiieiiece e 45
3.4 Sumber Dan Teknik Perolehan Data ...........cccoceveveneneienenineseeeens 46
341 SUMDEr DALA ....oviiiiieiiieieeee e 46
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data ...........cccccoevieieiieieeie e 46
3.4.3 Teknik Pemilihan Informan...........cccoccovvveviiiiiieie e 47

3.5 Goodness And Quality Criteria Penelitian (Uji Keabsahan Data) ......... 49
3.5.1  TruUStWOIThINESS .....eeiieeiecieeie e 49
3.5.2  OFENTISIEAS ...eeuvevieiiieieeiie sttt eneas 50

3.6 Tempat Dan Waktu Penelitian............ccocoovviiiiiiiiie e 50
3.7 Jadwal PENEIITIAN .....ocveiviiiiicicee s 51
3.8 Keterbatasan Penelitian ..........ccccooveiiiieniiiiiie s 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.........ccccoeiieiiiiee, 53
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bekasi ...........ccccvvevrienenenineniceseee, 53

4.1.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Bekasi

4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Bekasi ..........ccccccvevveiiieeiieinnnnn, 55
4.2 Peraturan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan................. 55
4.3 Kondisi Perkawinan di Bawah Batas Usia Minimal di Kabupaten Bekasi

dan Lembaga atau Dinas Pemerintahan yang terlibat dalam Pelaksanaan



mengenai Peraturan Tentang Batas Usia Minimal Pada Perkawinan Undang

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Bekasi.......... 56
4.3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Cikarang.............cc.c....... 57
4.3.2 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Cikarang.............ccccceevuvennenne. 57
4.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Cikarang............. 58
4.3.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cikarang...................... 60
4.3.5 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten BeKasi ...........ccccoeeveniniiininenn, 60
4.3.6 Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Pelindungan ANaK Rl..........ccooveiiiiiiicie e 61
4.3.7 Struktur Organisasi DPPPA Kabupaten Bekasi Unit Puspaga Pusaka
.................................................................................................... 61
4.4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan ...........ccocceveiiiiniienecieseee e 62

4.4.1 Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang
- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang - Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama

(011 = - oo TSP PRTRRR 63
4411  Standar dan TUJUAN.......ccooeriiiiiee e 65
4.4.1.2 Analisis Standar Dan Tujuan.........cccceeeveeveeieeseennnn, 68
4.4.1.3  SUMDEr Daya........ccocoveveiiiieee e 71
4.4.1.4  Analisis Indikator Sumber Daya ...........c.ccoovviviiininennns 78
4.4.15 Karakteristik Badan Instansi Pelaksana ..................... 83

44.1.6 Analisis Karakteristik Badan Instansi Pelaksana ....... 89
4.4.1.7 Komunikasi Antar Organisasi Atau Aktivitas Pelaksana

.................................................................................... 93
4.4.1.8 Analisis Komunikasi Antar Organisasi Atau Aktivitas

PelakSana.........ccoeviiiiiiiiieee e 97
4.4.1.9 Sikap Atau Disposisi Pelaksana ..........c...ccccoeeiiveennnnns 104
4.4.1.10 Analisis Sikap Atau Disposisi Pelaksana................... 109

4.4.1.11 Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik .... 111

Vi



44112

44.1.13

44114

4.4.1.15

44.1.16

5.1 Kesimpulan........
5.2 Saran ...

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN..............

Analisis Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik
.................................................................................... 114
Hambatan Yang Timbul dalam Implementasi Batas Usia
Perkawinan Berdasarkan Pada Undang Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan
Agama CiKarang.........ccooeeveeeeieieneseese e, 117
Analisis hambatan yang timbul dari Implementasi Batas
Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan
Agama CiKarang..........ccccovvereiiesieese e 119
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dari
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan
Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang
.................................................................................... 121
Analisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
dari Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan
Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang
.................................................................................... 123

Vii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Kasus Perkawinan Anak Dibawah Usia 18 Tahun di
Indonesia Tahun 2017- 2022.........cooveiieieiee, 3

Tabel 1.2 Alur Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Cikarang Dengan Pemberian Konseling Pranikah Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
BEKASI ..ot 5

Tabel 1.3 Jumlah Data Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama

(0112 =1 o RSP RTS 6

Tabel 1.4 Jumlah Konseling Pra NiKah............ccooooiiiiiii e 6

Tabel 3.1 Tabel INfOrman.........cocoiiiiiiie e 48
Tabel 3.2 Informan Pendukung.........ccoceiiiiniiiieceee e 48
Tabel 3.3 Matrik INfOrman ..o 49
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian............cooviiiiiiiiiieee e 51
Tabel 4.1 Luas Wilayah Dan Jumlah Des/Kel Menurut Kecamatan ............... 54
Tabel 4.2 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bekasi......................... 55
Tabel 4.3 Matrik Penerapan Indikator Standar Dan Tujuan ............ccccceeeeneee. 69
Tabel 4.4 Matrik Penerapan Indikator Sumber Daya...........ccccooveevveiieiiieennnnn 78

Tabel 4.5 Matriks Penerapan Indikator Karakteristik Badan Instansi
PeIAKSANA. ......ccvieiie et 89

Tabel 4.6 Matriks Penerapan Indikator Komunikasi Antar Organisasi Atau
AKLIVItas Pelaksana ..........cccooereiieiiniiec e 98

Tabel 4.7 Matriks Penerapan Indikator Sikap Atau Disposisi Pelaksana........ 109

Tabel 4.8 Matriks Penerapan Indikator Kondisi Lingkungan Sosial,
Ekonomi Dan POITIK .........ccoeiiiiiiciiceeeee e 114

Tabel 4.9 Matrik Analisis hambatan yang timbul dari Implementasi Batas
Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

vii



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di
Pengadilan Agama CiKarang ..........cccccoevevieiieeiie e 119

Tabel 4.10 Matriks analisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi
hambatan dari Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan
Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang ..................... 123

viii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka BerfiKir...........cooiiiiiiiiiiisieee e 38
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bekasi...........ccoeiieiiiiiiieiinie e 53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cikarang.............cccccevevuvenne. 60
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DPPPA Kabupaten Bekasi ...........cccoceveiennninne 62

Gambar 4.4 Lampiran Arsip Dokumen Mou (Memorandum Of
Understanding) antara Pihak Pengadilan Agama dengan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
BEKASH ...ttt 64

Gambar 4.5 Dokumentasi Tandatangan Mou Pengadilan Agama Cikarang
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Kabupaten BeKasi..........ccooiiieiiiiiiiice e 64
Gambar 4.6 Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin ...........ccccoccevveveiieiienecce s, 86
Gambar 4.7 Alur Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Cikarang............... 86



ORIGINALITY REPORT

28 N6 19 1B

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

dspace.uii.ac.id 6%

Internet Source

Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi 4%
Swasta Indonesia

Student Paper

repository.iainpalopo.ac.id 1 %

Internet Source

B
B

B @

HH

9

Aldani Katya, Sonny Dewi Judiasih, Deviana 1 %
Yuanitasari. "Pelaksanaan Perkawinan Bawah

Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin
Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan", Jurnal Sains Sosio Humaniora,

2022

Publication

eprints.iain-surakarta.ac.id 1 %

Internet Source

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha 1 %

Student Paper

urj.uin-malang.ac.id 1
Internet Source %
repositori.uin-alauddin.ac.id

Imelq)ncl Source <1 %

digilib.uin-suka.ac.id <1 %

Internet Source

repository.stainmajene.ac.id
Internet Sourt:y J <1 %



